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Abstrak
 

Pengelapan dan penghindaran pajak kerap terjadi di Indonesia, hal tersebut didasarkan pada pajak dianggap

memberatkan bagi wajib pajak terutama bagi wajib pajak berbentuk korporasi yang terbukti dengan

maraknya penggunaan SPV sebagai media penghindaran pajak yang cenderung tidak melaporkan beban

pajaknya. Penggelapan pajak sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana perpajakan apabila terbukti oleh

fiskus, namun menjadi masalah ketika terdapat keterbatasan data hal tersebut. Oleh sebab itu pemerintah

perlu mengeluarkan peraturan penghindaran pajak guna mempersempit ruang gerak penggelapan pajak yang

dilakukan SPV dengan dikeluarkanya PMK No. 127/PMK.010/2016 berdasarkan Undang ndash; undang 11

Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui

Special Purpose Vehicle SPV.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah SPV dapat

menjadi media dari penghindaran pajak yang dilakukan 2. Apakah peraturan tax amnesty dapat menjadi

solusi dalam penanggulangan tax avoidance yang dilakukan oleh SPV yang cenderung menggelapkan pajak.

Berdasarkan dengan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif serta analitis deskriptif. Sebagai

jawabanya, SPV digunakan sebagai media penghindaran pajak melalui jenis ndash; jenis penghindaran pajak

yang anatara lain transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreement dan treaty shopping

dengan dasar adanya hubungan istimewa dengan wajib pajak yang menghindarkan pajak. Tax amnesty

nyatanya dalam hal ini belum dapat menjadi solusi untuk penanggulangan penghindaran pajak yang

dilakukan oleh SPV.

......Tax avoidance and evasion often occurs in Indonesia, it is based on taxes considered burdensome for

taxpayers, especially for taxpayers in the form of corporation by the facts widespread uses of SPV as a tax

evasion medium that tends not to report the tax burden. Tax evasion may actually be subject to criminal

sanctions if could be proven by the tax authorities, but it would become a problem when there is limited data

to trace them. Therefore, the government needs to issue tax avoidance regulations to narrow the space for

tax evasion by SPV with the issuance of PMK No. 127 PMK.010 2016 pursuant to Law 11 of 2016 on Tax

Forgiveness of Taxpayers Individual Owned Through Special Purpose Vehicle SPV.

Based on this the authors propose the subject matter, namely 1. How SPV can be a medium of tax evasion

made 2. Whether tax amnesty regulations can be a solution in tax avoidance prevention by SPV that tend to

embezzle taxes. Based on research using normative juridical method and descriptive analytical. In response,

SPV is used as a medium for tax evasion through tax avoidance types such as transfer pricing, thin

capitalization, controlled foreign agreements and treaty shopping on the basis of a special relationship with

taxpayers avoiding taxes. Tax amnesty in fact in this case cannot be a solution to the prevention of tax

avoidance by SPV. 
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